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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM A TAS PERAN KEPOLISIAN DALAM 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT HUMBAHAS 

(Studi Kasus Masalah Narkotika) 

Wesley Simamo1·a 

Permasalahan Narkotika semakin lama semakin meningkat, Narkotika 
sudah menjadi persoalan Nasional bahkan Intemasional oleh karena akibat dan 
dampak yang ditimbulkan daripada Narkotika sampai merambah ke kalangan 
anak- anak, remaja bahkan orang tua. Dan Narkotika beredar di diskotik, karoke, 
plaza - plaza, dikampus rnaupun di sekolah - sekolah. Sesuai dengan Undang -
Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 Tupok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan 
Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah 
Narkoba. Bahkan Narkoba sudah merambah mulai dari kota - kota besar sampai 
ke pedesaan. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP wajib kita 
tuangkan apabila kita menyidik tentang kasus Nakoba. 

Dalam penanganan Kasus Narkotika perbedaan BNN dengan POLRI adalah 
: BNN hanya bisa menangkap kasus Narkotika dan melimpahkannya kepada 
penyidik POLRI sedangkan POLRI bisa menangkap dan menyidik kasus tindak 
pidana Narkotika sampai ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). 

Disarankan kepada lembaga Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota 
Dolak Sanggul Kab. Humbahas untuk bertindak tegas dalam penanggulangan 
tindak pidana Narkotika, menghindari oknum-oknum yang menyulitkan 
pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal memberantas tindak 

pidana narkotika di kota Dolak Sanggul Kab. Humbahas. Serta memberikan 
penyuluhan ke Sekolah - Sekolah Tingkat SMP dan SL T A serta Kampus -
kampus, Mesjid dan Gereja untuk mensosialisasikan bahaya dari Narkotika dan 
efek dari pada pengguna I pecandu N arkotika. 

Diharapkan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal 
menangani.melakukan proses penyidikan terhadap pecandu narkotika, penyidik 
Polri bersama Jaksa dan Penuntut Umum harus sama - sama memberantas kasus 
Narkotika di Wilayah Republik Indonesia khususnya di Kota Dolak Sanggul Kab. 
Humbahas yang disebut CJS (Criminal Justise System). 
Perbedaan Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 dengan Undang- Undang No. 
35 Tahun 2009 dimana Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 dalam hal 
penanganan kasus tidak dapat direhabilitasi. Sedangkan, Undang - Undang No. 
35 Tahun 2009 dapat direhabilitasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang -

Undangan. 
Kata Kunci : Polri tugasnya untuk memberantas Kasus Narkotika dan Menyidik 

sampai ke JPU . UNIVERSITAS MEDAN AREA



ABSTRACT 

STUDY ON THE ROLE OF LAW POLICE CRIME SUPPRESSION 
IN NARCOTICS 

POLICE CASE STUDY IN RESORT Humbabas 
( Narcotics Issues Case Study ) 

Wesley Simamora 

Problems progressively increasing Narcotics , Narcotics has become a 
national and even international issue because of the effects and impacts rather 

than venturing into the narcotics to children - children , teenagers and even older 
people _ Narcotics and circulated in discos , karaoke , plaza -plaza , campus or at 
school - school_ In accordance with the Act -Act No . .  13 in 1961 and then turned 
into Act - Act No. 2 of 2 002 Tupok police as guardian , protector and Society 
waiter obliged to eradicate the ills of society, namely the problem of drugs. Even 
drugs have penetrated from the city - big city to the countryside _ 

According to the Law - Law of the Republic of Indonesia Number . 22 of 
1997 on Narcotics and Law - Law Number_ 35 of 2009 on Narcotics, Law -Law 

Number . 8 of 1991 on Criminal Procedure shall we put on the case when we 

investigate Nakoba _ 

In handling the case with the Police Narcotics BNN difference is : BNN 
can only capture Narcotics and delegate it to the investigator while INP INP can 
be arrested and prosecuted criminal cases to the public prosecutor Narcotics 
(Attorney General) _ 

It is suggested to police agencies , especially the bun Dolak City Police 
District. Humbahas to act decisively in response to the crime of narcotics , 
avoiding elements that complicate the implementation of inquiry and investigation 
in terms of combating narcotic crime in the city district Dolak bun . Humbahas . 
As well as providing counseling to School - Junior School and Senior High School 
and College - campuses , Mosques and Churches to promote the dangers of 
Narcotics and the effects of the users I addicts Narcotics _ 

It is expected that the role of the Indonesian National Police in the 
investigation process me nang ani. melakukan against drug addicts , police 
investigators and prosecutors with the Attorney General should be the same - the 
same eradicate narcotics cases in the Territory of the Republic of Indonesia, 
particularly in the City District Dolak bun . Humbahas called CJS ( Criminal 
Justise System) _ 

Differences Act- Act No .. By Act 22 of 1997- No . .  Act 35 of2 009 which
No . . 22 of 1997 in terms of the handling of the case can not be rehabilitated _ 

Meanwhile , Act- Act No. _ 35 of 2009 can be rehabilitated in accordance with 
the Rules and Regulations - Invitation _ 

Keywords : Police duty to eradicate Kasu Narcotics and Investigate up to the 
prosecutor . 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Permasalahan Narkotika semakin lama semakin meningkat, Narkotika sudah 

menjadi persoalan Nasional bahkan Intemasional oleh karena akibat dan dampak 

yang ditimbulkan daripada Narkotika sampai merambah ke kalangan anak- anak, 

remaja bahkan orang tua. Dan Narkotika beredar di diskotik, karoke, plaza- plaza, 

dikampus maupun di sekolah- sekolah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor. 13 

tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tupok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk 

memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah Narkoba. Bahkan Narkoba sudah 

merambah mulai dari kota- kota besar sampai ke pedesaan. 1 

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika dan Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang 

- Undang Nomor. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP wajib kita tuangkan apabila kita 

menyidik tentang kasus Nakoba. 

Graham Blaine seorang psikiater yang dikutip oleh Hari Sasangka, sebab-sebab 

penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :2 
a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang 

berbahaya dan mempunyai resiko ; 

b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau 

instansi berwenang ; 

c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual ; 

d. Untuk me]epaskan diri dari rasa kesepian dan ingin mempero]eh 

pengalaman-pengalaman emosional. 

e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup; 

f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang 

kesibukan; 

1 Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung " Mandar 
Maju, 2003), hal. 2. 

2 Ibid, hal. 6. 
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g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh 
problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama 
bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis ; 

h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan 
kawan-kawan ; 

1. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosty) dan karena iseng (Just for kicks). 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penyebab penggunaan narkotika secara 

tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan 

yaitu :3 

1. Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu ingin 
memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika ; 

2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the 
oblivion seekers) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai 
tempat pelarian terindah dan temyaman ; 

3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu 
mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah 
kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. 

Dikalangan orang-orang dewasa dan telah lanjut usia menggunakan narkotika 

dengan sebab-sebab sebagai berikut :4 

1.  · Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis ; 

2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuha.t) dan menghilangkan rasa sakit); 

3. Pelarian dan frustasi ; 

4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat 

perangsang). 

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya 

untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak 

digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat 

3Soedjono Dirdjosisworo, Patho/ogi Sosia/, Bandung: Alumni, 1982, hal. 70-71 
4 Hari Sasangk:a. Op. Cit, hal. 7 
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